






LAMPIRAN 1 

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I 
LAGALIGO TENTANG DAFTAR 
INFORMASI PUBLIK YANG 
DIKECUALIKAN PEJABAT 
PENGELOLA INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI (PPID)  RSUD I 
LAGALIGO KABUPATEN LUWU 
TIMUR. 

 

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIAKAN 
 PPID RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR  

NOMOR :   445/297/RSUD I Lagaligo  
TAHUN 2023 

 
Pada hari ini, tanggal 29 September 2023 bertempat di Ruang Rapat Direktur RSUD I Lagaligo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap 
Infromasi Publik sebagaiman yang disebutkan pada tabel dibawah ini: 

NO INFORMASI 
DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 

KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI 
PUBLIK 

JANGKA WAKTU 

DIBUKA DITUTUP  

1 2 3 4 5 6 

1 
Data pribadi pegawai 
yang berkaitan dengan 
privasi individual. 

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 
pasal 17 huruf h 

Mengungkap data pribadi 
pegawai bersangkutana 
yang bersifat rahasia 

Melindungi data pribadi 
pegawai yang bersangkutan 
yang bersifat rahasia 

Terbuka apabila mendapatkan 
persetujuan tertulis dari yang 
bersangkutan UU NO. 14 Tahun 
2008 Pasal 18 a at 2 huruf a 

2 

Gambar /Foto serta 
Video Rekaman 
Tindakan Medis, Pasien 
dan Petugas 

1. UU NO.14 Tahun 2008 
Tentang KIP pasal 17 huruf h 
2. UU NO.44 Tahun 2009 
Tentang Rumah Sakit Pasal 29 
huruf m dan s, 32 huruf l, 38,44 (1) 

Mengungkap Data Pasien 
yang bersifat Rahasia 
Mengungkap Proses 
Pelayanan Kesehatan. 

Melindungi Data dan Proses 
Pelayanan Pasien yang 
bersifat rahasia. 

Terbuka apabila mendapatkan 
persetujuan tertulis dari yang 
bersangkutan dan Direksi, tanpa 
memperlihatkan identitas (wajah 
dan ciri khusus) 



3 Rekam Medis 

1. UU No. 29 Tahun 2004 tentang 
praktik kedokteran, pasal 47 
ayat 2 

2. PERMENKES 24 Tahun 2022 
tentang Rekam Medis   

3. UU NO.44 Tahun 2009 
4. Tentang Rumah Sakit Pasal 29 

huruf m dan s, 32 huruf l, 38,44 
(1) 

Mengungkap Data Pasien 
yang bersifat Rahasia 

Melindungi Data Pasien 
karena rekam medik adalah 
Hak Pasien. 

1. Dapat dibuka kepada 
institusi yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

2. 30 tahun (Peraturan Komisi 
informasi Nomor  1 tahun 
2017 pasal 8 dan pasal 13) 

4 
Laporan Pengguna 
Narkotika dan 
Psikotropika 

1. UU Nomor 29 Tahun 2004 
Tentang Praktik Kedokteran 
pasal 51 huruf c 

2. Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2022 Tentang Rekam 
Medis Pasal 32 ayat (1) dan (2) 

3. UU NO.44 Tahun 2009 
4. Tentang Rumah Sakit Pasal 29 

huruf m dan s, 32 huruf l, 38,44 
(1) 

Mengungkap data pasien 
yang bersifat rahasia 

Melindungi Data Pasien 

1. Dapat dibuka kepada 
institusi yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

2. 30 tahun (Peraturan Komisi 
informasi Nomor  1 tahun 
2017 pasal 8 dan pasal 13) 

5 
Laporan Insiden 
Keselamatan pasien 

1. UU No.36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan Pasal 59 
ayat (1) dan pasal 57 ayat (1)                                                      

2. UU No.44 Tahun2009 
Tentang Rumah Sakit Pasal 
32 huruf i dan Pasal 43 ayat 
(4) 

3. UU No. 29 Tahun 2004 
tentang Praktek Kedokteran 
Pasal 47 ayat (1) dan (2)                                                               

4. UU No. 14 Tahun 2008 
tentang KIP pasal 17 huruf h 
angka 2 dan huruf j   

Petugas menjadi enggan 
melaporkan KTD, KNC, dan 
Sentinel di unit masing-
masing Cidera). 

Melindungi data yang bersifat 
rahasia 

Tidak Terbatas 



6 
Hasil Audit Maternal 
Perinatal -Surveilans 
Respon (AMP-SR) 

1. UU NO.44 Tahun 2009 
Tentang Rumah Sakit Pasal 
29 huruf m dan s, 32 huruf l, 
38,44 (1) 

2. Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 
496/Menkes/SK/IV/2005 
tentang Pedoman Audit Medis 
di Rumah Sakit 

Dapat disalahgunakan untuk 
kepentingan pihak tertentu 
yang bukan menjadi 
kewenangannya 

Melindungi data yang bersifat 
rahasia 

Tidak Terbatas 

7 
Proses hukum pegawai 
yang melakukan tindakan 
indisipliner. 

UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP 
Pasal 17 huruf h (4) 

Mengungkapkan data pribadi 
pegawai, melanggar HAM 

Melindungi data pribadi yang 
bersifat rahasia. 

1. Untuk pelanggaran 
administrasi, terbuka 
sampai dengan ada 
putusan dari Pejabat yang 
berwenang, dan setelah 
mendapatkan persetujuan 
dari yang bersangkutan. 

2.  Untuk pelanggaran 
pidana sampai 
berkekuatan hukum tetap/ 
kecuali karena ketentuan 
Undang-Undang. 

8 
Data Hasil Pemeriksaan 
Kesehatan Pegawai 
Rumah Sakit 

1. UU Nomor 29 Tahun 2004 
Tentang Praktik Kedokteran 
pasal 51 huruf c 

2.  Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2022 Tentang Rekam 
Medis Pasal 32 ayat (1) dan (2) 

Mengungkap kerahasian 
riwayat kesehatan pegawai 

Melindungi data kesehatan 
pegawai agar tidak 
disalahgunakan oleh pihak 
yang tidak bertanggung jawab 

Terbuka apabila mendapatkan 
persetujuan dari pegawai 
yang bersangkutan 



9 
Hak Akses Sistem 
Informasi Manajemen 
Rumah Sakit (SIMRS) 

1. PMK No. 82 Tahun 2013 
tentang Sistem Informasi 
Manajemen Rumah Sakit Pasal 
7.                                          

2. Peraturan menteri kesehatan 
republik indonesia nomor 24 
tahun 2022 tentang rekam 
medis 

1. Mengungkap portal 
masuk entitas yang tidak 
berkepentingan dalam 
merusak dan mencuri 
database dari sistem . 

2. Mengungkap privasi 
pasien terkait riwayat 
kesehatan dan data 
identitas pribadi 

Melindungi sistem dan data 
base yang bersifat rahasia 

Terbuka untuk kepentingan :       
1. pemenuhan permintaan 

penegak hukum dalam 
rangka penegakan hukum                          

2. penegakan etik atau 
disiplin 

3. audit medis  
4.  penanganan kejadian luar 

biasa/wabah penyakit 
menular/kedaruratan 
kesehatan 
masyarakat/bencana . 

5. dan/atau lain yang diatur 
dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Pembukaan akun ini atas 
persetujuan tertulis dari 
pimpinan RS 

10 

Laporan Keuangan 
sebelum di Audit BPK 
atau Kantor Akuntan 
Publik (unaudited) 

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi 
Publik Pasal 17 huruf J 

2. UU Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Keuangan Negara 
Pasar 31 ayat 1-2 

Menimbulkan kesalahan 
interpretasi publik terhadap 
laporan keuangan yang 
masih dalam masa audit 

Melindungi atau 
mengamankan data yang 
belum diaudit 

Sampai selesai proses audit 
BPK atau Kantor Akuntan 
Publik 



11 
Berita Acara Rekonsiliasi 
Bagian Keuangan 

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi 
Publik Pasal 17 huruf J 

2. Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2023 tentang Keuangan 
Negara Pasal 31 ayat 1-2 

Menimbulkan tanggapan dan 
persepsi yang salah dalam 
pengambilan keputusan 
keuangan 

Sebagai dasar konsolidasi 
laporan keuangan 

Tidak Akan di Publish 

 
 

 
Ditetapkan di  : Wotu 
Pada Tanggal : 29 September 2023 
Direktur, 
 
 
 
 
dr. BENNY, M.Kes 
Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP . 19680608 200112 1 003 
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